
MEKANISME PENGAWASAN 
DATA PEMILIH

SAADAH MARDLIYATI (UINFAS BENGKULU)

HOTEL SANTIKA BENGKULU, 2 AGUSTUS 2024



REGULASI
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

• PERBAWASLU 09 tahun 2017 
• SE BAWASLU No. 80 tahun 2024
• PKPU 02 tahun 2024 tentang TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
• PKPU 07 tahun 2024 tentang PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL 
WALIKOTA

• Keputusan KPU No. 799 tahun 2024 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM 
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA 
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



PARADIGMA PENGAWASAN

•MENCEGAH LEBIH BAIK DARI MENANGANI

•PENGAWAS HARUS LEBIH SIAP DATA

•DETEKSI DINI PELANGGARAN SETIAP TAHAPAN 

PENYUSUNAN

•JARING KOMUNITAS POTENSIAL SEBAGAI MITRA 

PENGAWASAN



PASAL 3 PERBAWASLU 9 TAHUN 2017

• PENCEGAHAN:
a) penyusunan peta kerawanan; 

b) penerbitan surat keputusan, imbauan, surat edaran, dan/atau instruksi; 

c) penentuan fokus pengawasan dan penyusunan alat kerja pengawasan;

d) koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait; dan 

e) pembentukan posko pengaduan masyarakat;

• PENGAWASAN MELEKAT:
• Pengawasan setiap proses dan prosedur tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar 

Pemilih; 

• Patroli pengawasan; dan 

• Penelusuran dan analisis terhadap data Pemilih dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan 

penyusunan Daftar Pemilih;

• PENGAWASAN PARTISIPATIF

• TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

• PENGAWASAN BENTUK LAIN SESUAI KEBUTUHAN



MENYUSUN PETA KERAWANAN





KENDALA PENYUSUNAN
DATA PEMILIH 

• DATA SANGAT DINAMIS

• SUMBER DATA YANG TIDAK 

TUNGGAL

• KESADARAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN YANG MASIH 

RENDAH

PERSOALAN TEKHNIS

• DATA PEMILIH GANDA

• DATA PEMILIH ANOMALI

• DATA TMS MASIH MASUK DATA 

PEMILIH

• PEMILIH MS TERCECER DARI DATA 

PEMILIH

• DATA YANG TDK LENGKAP



KENDALA PENGAWASAN PENYUSUNAN
DATA PEMILIH 

• DATA YANG TIDAK LENGKAP

• DATA YANG DI TERIMA BEDA SOFT DAN 

HARD COPY

• KURANG TRANSPARANSNYA PETUGAS

• KURANG KOORDINASI D LEVEL BAWAH

• DATA YANG TERLAMBAT DITERIMA

• KUALITAS DAN KUANTITAS SDM

• ALAT KERJA PENGAWASAN

• DATA DIGITAL DSV 

• DATA NAIK DAN DATA TURUN BERBEDA

• REGULASI 



PERMASALAHAN DALAM 
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1.Permasalahan legalitas dokumen daftar pemilih

2.Elemen data perbaikan data pemilih yang tidak lengkap

3.Data ganda yang susah hilang

4.Perpindahan penduduk secara berkelompok setelah 

ditetapkannya DPT

5.Permasalahan akurasi daftar pemilih

6.Derajat kemutakhiran daftar pemilih



ALAT BANTU ANALISA AKURASI DAFTAR PEMILIH

Analisa 

Kewajaran 

terhadap data 

penduduk dan 

pemilih

DAK2

DP

Indikator:

Menetapkan ambang

batas kewajaran atas

dan bawah. Bawah

sebesar 60%

kebawah, dan atas

sebesar 80% ke atas.

Output:

Peta potensi masalah 

berupa: 

• pemilih tidak terdaftar

• dan/atau pemilih

siluman (ghost voters) di

masing-masing wilayah

Tindak Lanjut 

Pengawasan:

Peta masalah tersebut 

dicheck melalui metode 

audit Daftar Pemilih 

oleh Panwascam

Output:

Temuan pemilih tidak 

terdaftar dan/atau pemilih 

siluman (ghost voters) di 

masing-masing wilayah



PENERBITAN SE, INTRUKSI DAN HIMBAUAN



SE BAWASLU RI NOMOR 80 TAHUN 2024, 4 MEI 2024

• PENCEGAHAN

• SINKRONISASI DATA PEMILIH DP4 DAN DPT PEMILU TERAKHIR, 

DPK, PEMILIH PEMULA, ALIH STATUS.

• INVENTARISASI DATA PEMILIH POTENSIAL

• KOORDINASI KERAWANAN DATA PEMILIH KE INSTANSI 

TERKAIT (KPU DAN DUKCAPIL) DENGAN MENYAMPAIKAN 

ANALISIS DATA



PENYUSUNAN FOKUS PENGAWASAN 

Fokus

Kepatuhan 
Prosedur dan 
Legalitas

Kepatuhan 
Hukum

Kepastian 
Hukum

Akurasi

Zero fault



KOORDINASI DAN KONSOLIDASI

• KOORDINASI KE LEMABAGA 

TERKAIT

• KPU DAN JAJARAN

• DUKCAPIL

• RUTAN

• DLL

• KONSOLIDASI INTERNAL

• PEMETAAN KERAWANAN

• PENYERAGAMAN FOKUS DAN ALAT 

KERJA PENGAWASAN

• KONSOLIDASI DATA PENGAWASAN 

DAN TINDAK LANJUT HASIL 

PENGAWASAN

• DOKUMENTASI 



MEMBUAT POSKO



TEMUAN SAAT PENGUMUMAN DAN MASUKKAN 
MASYARAKAT

• DI UMUMKAN DI TEMPAT KURANG STRATEGIS

• DATA YANG SULIT TERBACA

• TIDAK DIUMUMKAN SESUAI WAKTU YANG DI TENTUKAN

• DATA HILANG

• DATA TIDAK LENGKAP

• TANGGAPAN TIDAK DENGAN DATA LENGKAP

• PETUGAS YANG TIDAK STANDBY

• LAPORAN MASYARAKAT TIDAK DITINDAKLANJUTI



WASKAT





DOKUMEN PENGAWAS

PKD

• BA PLENO

• A REKAP PPS

PANWASCAM

• BA PLENO

• A REKAP PPK

BAWASLU

• BA PLENO

• A REKAP KAB/KOT

• SALINAN MODEL A 
KAB/KOT DAFTAR 
PEMILIH (DIGITAL)

• SALINAN 
KEPUTUSAN KPU





DOKUMEN PENGAWAS

PKD

• BA PLENO

• A REKAP PPS

PANWASCAM

• BA PLENO

• A REKAP PPK

BAWASLU KABKO

• BA PLENO

• A REKAP KAB/KOT

• SALINAN MODEL A 
KAB/KOT DAFTAR 
PEMILIH (DIGITAL)

• SALINAN ASLI 
KEPUTUSAN KPU 
KAB/KOT



DPTb



PENTING DI INGAT DALAM TAHAPAN PENYUSUNAN 
DAFTAR PEMILIH!!!

• UJUNG TOMBAK PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH ADALAH KPU KABUPATEN 

KOTA, SEHINGGA UJUNG TOMBAK PENGAWASANPUN BERADA DI 

BAWASLU KABUPATEN KOTA

• DATA DIGITAL YANG DITERIMA DALAM FORMAT COMMA SEPARATE VALUE 

(CSV)YANG TIDAK DAPAT DIUUBAH

• BAWASLU KAB/KOTA MENDAPATKAN SALINAN DPS dan DPT DIGITAL 

(PASAL 29 (DPS), 44 (DPT): PKPU 07/2024) Penyampaian salinan DPS/DPT harus 

memperhatikan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur 

mengenai pelindungan data pribadi. (PASAL 30 (DPS) & 45 (DPT): PKPU 07/2024.



APA YANG HARUS 
DILAKUKAN

KOORDINASI

KONSOLIDASI

PERKUAT DATA

DOKUMENTASI 
PENGAWASAN



SAADAH MARDLIYATI

saadahmardliyati@mail.uinfasbengkulu.ac.id

mailto:saadahmardliyati@mail.uinfasbengkulu.ac.id
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